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Minimnya buku yang isinya memuat semua materi pembelajaran dalam 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum di 

Jurusan atau Fakultas, mengharuskan mahasiswa memiliki lebih dari satu 

buku untuk memenuhi semua materi yang ada di dalam RPS PIH. Hal inilah 

yang memotivasi penulis, sebagai pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu 

Hukum untuk menulis sebuah buku yang dengan segala keterbatasannya 

menguraikan tentang tema-tema yang masuk ke dalam pembahasan mata 

kuliah Pengantar Ilmu Hukum. 

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “POKOK-POKOK PENGANTAR ILMU 

HUKUM” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini 

dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa 

saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pengantar Ilmu 

Hukum. Kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan 

jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading 

yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT 

semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk 

menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut 

tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang 

akan datang. 

Kiranya pada tempatnyalah, apabila penulis mengucapkan terima kasih 

yang setinggi-tingginya kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Majene, Prof. Dr. Washilah, S.T., M.T yang telah membuat program 

“Penerbitan Buku Referensi” dan menganggarkan penerbitan buku ini. 

Ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang 

telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik berupa data, literature 

maupun dukungan moral sehingga buku ini dapat dirampungkan. 
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Kepada penerbit WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widina 

Media Utama) yang telah bersedia menerbitkan buku ini, kami ucapkan 

banyak terima kasih. Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Karena itu dengan penuh keterbukaan dan rasa rendah 

hati, segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif amat diharapkan demi 

kesempurnaannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. 
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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa buku yang berjudul “Pokok-Pokok Pengantar Ilmu 

Hukum” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini 
dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa 

saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang ilmu hukum. Buku ini 

merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap berbagai 

perkembangan ilmu hukum. 

Ilmu hukum dalam literatur hukum dikenal dengan nama ‘Jurisprudence’ 
yang berasal dari kata ‘Jus’, ‘Juris’ yang artinya hukum atau hak, dan kata 

‘Prudence’ berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti 

umum dari Jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu 

hukum. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) sering kali dinamakan “Encyclopaedia 

Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (introduction 

atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. PIH juga merupakan dasar 

untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-

pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. 

Dengan demikian, ilmu hukum mempelajari semua seluk beluk mengenai 

hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam 

pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di 

dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum 

menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia 

dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan 

mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu 

dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah 

hukum besar perannya dalam hal tersebut. 

Pengantar ilmu hukum membahas pengertian-pengertian dasar, konsep-

konsep, abstraksi-abstraksi, dan generalisasi serta teori-teori hukum yang 

diperlukan di dalam penerapannya. Di samping itu pengantar ilmu hukum 

membahas hukum secara integral dalam satu kerangka yang menyeluruh 
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sehingga dapat mempelajari hukum melalui sudut pandang disiplin ilmu yang 

beraneka ragam. Mempelajari pengantar ilmu hukum dapat memperoleh 

pandangan umum yang lengkap mengenai hukum, sebab pengantar ilmu 

hukum memberikan suatu deskripsi singkat dan lengkap dari pengertian, teori, 

dan segala aspek yang relevan mengenai hokum. Tujuan adanya Pengantar 

Ilmu Hukum adalah untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud 

tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai 

bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya 

adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum 

lainnya. Sementara kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi 

pembelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang 

hukum.  

Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai 

mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum 

berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar 

maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

hukum.  

Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni 

menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh 

kesungguhan mempelajari hukum. PIH dalam kajiannya berkonsentrasi pada 

ilmu hukum namun tetap bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat 

hukum. Ruang lingkup PIH sangat luas, oleh karena itu pengkajian terhadap 

hukum dalam berbagai aspeknya perlu dilakukan pendekatan secara 

komprehensif, integral dan interdisipliner. PIH sebagai cabang ilmu 

pengetahuan harus memperhatikan prasyarat pokok, yaitu logis, sistematis 

dan metodis sehingga dapat diuji kebenarannya. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 

hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara 

terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca 

sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami 

untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di 

masa yang akan datang. 
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Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang 

telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. 
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KONSEP DASAR ILMU HUKUM 

 
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 

pengertian ilmu hukum, serta mampu menjelaskan perbedaan antara hukum, 

undang-undang serta aturan perundang-undangan. 

 

A. PENGERTIAN ILMU HUKUM 

Menurut Satjipto Rahardjo, “Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang 
berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala 

hal yang berhubungan dengan hukum”. Ilmu hukum objeknya adalah hukum 
itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga 

“batas-batasnya tidak bisa ditentukan”. Selanjutnya menurut J.B. Daliyo Ilmu 
hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum1.  

Dengan demikian, ilmu hukum mempelajari semua seluk beluk mengenai 

hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam 

pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di 

dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum 

menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia 

dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan 

mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu 

dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah 

hukum besar perannya dalam hal tersebut. 

                                                           
1R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 11-12 
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FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM 

 
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu 

menjelaskan fungsi dan tujuan hukum secara benar. 

 

A. FUNGSI HUKUM 

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau 

hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan 

pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai 

fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan 

mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-

masalah yang timbul.  

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:  

1. Pengawasan atau pengendalian sosial (social control);  

2. Penyelesaian sengketa (dispute settlement);  

3. Rekayasa sosial (social engineering).10 

 

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, 

mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut. Di Indonesia fungsi 

hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. 

Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan 

                                                           
10Lawrence M. Friedman, Law and Society an Introduction, (New Jersey: Prentice Hall, 

1977), h. 11–12. 
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SUMBER DAN ASAS HUKUM 

 
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 

pengertian sumber hukum, serta mampu mengemukakan dan menjelaskan 

sumber-sumber hukum formil dan materil. Selain itu, juga diharapkan 

mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas hukum, baik yang berlaku secara 

khusus dalam bidang hukum tertentu maupun hukum secara umum. 

 

A. SUMBER-SUMBER HUKUM  

1. Pengertian Sumber Hukum 

Istilah sumber hukum mengandung banyak pengertian. Hal ini disebabkan 

berkenaan dengan sudut pandang mana sumber hukum itu diartikan. 

Misalnya sumber hukum dilihat dari sisi filsafat tidak sama dengan sumber 

hukum dari sisi sejarah atau historis. Demikian pula pengertian sumber 

hukum dari sisi ekonomi tidak sama dengan pengertian sumber hukum dari 

sisi sosiologis.  

Menurut Paton27 para ahli hukum menggunakan istilah sumber hukum 

dalam dua arti yaitu sumber hukum tempat orang-orang untuk mengetahui 

hukum dan sumber hukum bagi pembentuk undang-undang menggali bahan-

bahan dalam penyusunan undang-undang.  

                                                           
27G.W. Paton, A Textbook Of Jurisprudence, English Language Book Society (London: 

Oxford University Press, 1972), h. 188.  
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ISTILAH-ISTILAH DALAM ILMU HUKUM 

 
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan 

menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam ilmu hukum. 

 

A. SUBJEK HUKUM 

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan 

kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban 

menurut hukum. Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang 

untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam 

lalu lintas hukum. 

Setiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak 

memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Manusia 

sebagai pembawa hak (subjek), mempunyai hak dan kewajiban untuk 

melakukan tindakan hukum, seperti melakukan perjanjian, menikah, 

membuat wasiat, dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia oleh hukum diakui 

sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.  

Menurut R. Soeroso subjek hukum adalah:  

1. Sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan 

perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk 

bertindak dalam hukum;  

2. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa 

bertindak menjadi pendukung hak (rechtsbevoegd heid);  
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MASYARAKAT, MORAL DAN HUKUM 

 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu, mahasiswa 

diharapkan mampu menjelaskan hubungan masyarakat dengan hukum dan 

hukum sebagai norma, serta tujuan dan fungsi masing-masing norma dalam 

masyarakat. 

 

A. MASYARAKAT DAN HUKUM  

Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politicon (membutuhkan 

manusia lainnya dalam berinteraksi) sehingga antara manusia satu dengan 

yang lain akan selalu berhubungan hidup berdampingan, hal mana 

disebabkan karena adanya beberapa faktor mengapa manusia selalu hidup 

bersama dengan manusia lainnya dalam kelompok masyarakat, sebutkan 

faktor-faktor yang dimaksud.  

Disamping itu manusia dalam memenuhi berbagai kepentingan dan agar 

tidak terjadi benturan dalam pemenuhan tersebut diperlukan akan adanya 

norma yang mengatur apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh 

diperbuat. Mengingat keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat oleh 

Aristoteles disebut bahwa “ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat di situ 

ada hukum)”. Manusia mempunyai kemauan, keinginan, dan kepentingan 
yang berbeda satu sama lain dan untuk memenuhi kemauan, keinginan, dan 

kepentingan tersebut manusia harus berhubungan dengan sesamanya. Tetapi 

di dalam masyarakat, manusia tidak selamanya selalu hidup berdampingan 
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NORMA-NORMA YANG  

BERLAKU DALAM MASYARAKAT 

 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 

hubungan masyarakat, moral dan hukum. 

 

A. HUKUM SEBAGAI SUATU NORMA  

Dalam hidup bermasyarakat manusia tidak pernah lepas dari norma, baik 

yang bersifat individu maupun norma sosial yaitu norma agama, norma 

kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Sebagian masyarakat lebih 

mengenal norma hukum dibandingkan keberadaan norma sosial lainnya. 

Padahal dalam kehidupan beragama setiap orang Indonesia mematuhi 

keempat norma tersebut sebagai ciri bangsa besar yang beradab dan 

berbudaya.  

Istilah norma berasal dari bahasa Arab yang berarti tata krama. Norma 

dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala 

tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Norma juga diartikan sebagai 

petunjuk hidup yang harus diikuti, bagaimana manusia bertindak atau 

bertingkah laku dalam masyarakat. Norma dapat berisi tentang perintah 

yakni keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-

akibatnya dipandang baik maupun norma berisi larangan yakni keharusan 

bagi seseorang untuk tidak berbuat karena perbuatan tersebut dilarang atau 

tidak diperkenankan.  
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HUKUM DAN KEKUASAAN 

 
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 

hubungan hukum dan kekuasaan. 

 

A. EKSISTENSI HUKUM DAN KEKUASAAN 

Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan mempunyai arti penting bagi 

hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan 

hukum (law making), tapi juga instrumen penegakan hukum (law 

enforcement). Pembentukan hukum, khususnya undang-undang, dilakukan 

melalui mekanisme kekuasaan politik dalam lembaga legislatif di mana 

kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat yang saling bertentangan 

diupayakan untuk dikompromikan guna menghasilkan satu rumusan kaidah-

kaidah hukum yang dapat diterima semua pihak.  

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar 

mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku (upaya preventif) dan 

penjatuhan sanksi hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang 

terjadi dalam masyarakat (upaya represif). Hukum juga mempunyai arti 

penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana 

legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit 

pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu 

dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-

aturan hukum. Selain itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan 
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SISTEM-SISTEM HUKUM 

 
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan 

hukum pengertian sistem hukum, membedakan sistem-sistem hukum yang 

berlaku di dunia serta mampu menjelaskan kelebihan dan kelemahannya 

masing-masing. 

 

A. PENGERTIAN SISTEM HUKUM  

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “systema” yang dapat diartikan 
sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Subekti 

menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu 

keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, 

tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk 

mencapai suatu tujuan.85  

Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan 

antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau 

tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung 

beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.86  

 

                                                           
85Inu Kencana Syafiie, Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), h. 2 
86Inu Kencana Syafiie, Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia, h. 3 
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KLASIFIKASI HUKUM 

 
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan 

dan menjelaskan hukum, baik dari sumber, bentuk, sifat, tempat berlakunya, 

waktu berlakunya, maupun cara mempertahankannya. 

 

A. KLASIFIKASI HUKUM BERDASARKAN SUMBERNYA 

Berdasarkan sumbernya, hukum dibedakan menjadi 1) undang-undang, 2) 

kebiasaan, 3) yurisprudensi, 4) doktrin, dan dan 5) traktat.  

1. Peraturan Perundang-Undangan 

Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau 

pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan 

mengikat secara umum. Perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau 

gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:  

a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses 

membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di 

tingkat daerah;  

b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan 

hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di 

Tingkat Daerah. 
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PENAFSIRAN DAN PENEMUAN HUKUM 

 
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan 

dan menjelaskan ragam penafsiran atau interpretasi hukum. 

 

A. PENAFSIRAN HUKUM 

1. Pengertian Penafsiran Hukum 

Berbicara mengenai penafsiran hukum, maka muncul pertanyaan, bahwa 

mengapa hukum khususnya perundang-undangan perlu ditafsirkan?. Ada tiga 

alasan pokok:  

a. Perundang-undangan sering tidak jelas maksud dan artinya; 

b. Banyak hal-hal yang ternyata sudah ketinggalan zaman pada aturan 

perundang-undangan tersebut;  

c. Ada hal yang belum diatur pada perundang-undangan itu.  

 

Pada zaman raja-raja berkuasa, yang sekaligus sebagai hakim di saat itu, 

hukum sering ditafsirkan sekehendak hatinya. Raja menjadikan perundang-

undangan sesuai seleranya secara sewenang-wenang.  

Pada zaman revolusi besar, Prancis berhasil menjatuhkan kekuasaan raja-

raja, penafsiran hukum justru dilarang. Hakim hanya sebagai corong undang-

undang dan undang-undang pada saat itu sangat tertutup. Tak boleh 

ditafsirkan oleh hakim apalagi ditambah-tambah. Reaksi kemudian muncul 
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ALIRAN PEMIKIRAN DALAM ILMU HUKUM 

 
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan 

menjelaskan intisari aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum. 

 

A. ALIRAN-ALIRAN PEMIKIRAN (TEORI) DALAM ILMU HUKUM 

Berbagai pergulatan teori hukum dan pemikiran para pakar hukum yang 

terus menerus, hingga melahirkan banyak aliran dalam pemikiran hukum. 

Aliran hukum, atau juga biasa disebut mazhab sepanjang sejarah pemikiran 

hukum terus mengalami dinamika dan perkembangan. Hadirnya aliran-aliran 

(mazhab) pemikiran hukum ini sangat diperlukan dalam menjelaskan nilai-

nilai dan dasar-dasar hukum hingga pada aspek filosofisnya. Selain itu, 

beberapa aliran pemikiran hukum juga mewarnai praktek hukum di berbagai 

negara. 

Para pakar hukum memiliki pandangan yang berbeda dalam 

mengklasifikasikan tentang aliran-aliran dalam hukum. Soejono Soekanto,123 

membagi aliran hukum kedalam: aliran utilitarinisme, mazhab sejarah dan 

kebudayaan, mazhab formalitas, aliran realisme hukum, dan aliran 

sociological jurisprudence. Sedangkan Lili Rasdji membaginya ke dalam: 

mazhab sejarah, aliran hukum alam, aliran hukum positif, sociological 

jurisprudence, dan pragmatic legal realism. 

                                                           
123Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001), h. 45 
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URGENSI MEMPELAJARI TEORI HUKUM 

 
Setelah membaca bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan 

menjelaskan teori-teori hukum. 

 

A. PENGERTIAN TEORI HUKUM 

Pada dunia ilmu, teori merupakan suatu hal yang penting dimana 

memberikan sebuah sarana untuk kita agar dapat merangkum dan 

memahami suatu permasalahan yang ada dan dibicarakan dengan lebih baik. 

Teori juga memberikan penjelasan dalam berbagai cara, biak dengan 

mengorganisasi maupun mensistemasi permasalahan yang ada dan 

dibicarakan tersebut.  

Menurut Imre Lakatos yang mengemukakan pengertian dari teori yang 

merupakan hasil dari pemikiran yang tidak akan musnah maupun hilang 

begitu saja walaupun ada teori lainnya yang pada dasarnya merupakan 

keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Secara spesifik, teori hukum 

sendiri belum memiliki definisi yang baku. Namun beberapa ahli 

mengemukakan pendapat mereka mengenai disiplin dari teori hukum, 

sebagai berikut. 

1. Hans Kelsen 

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan ilmu pengetahuan 

mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang 

seharusnya. Yang dimaksud dari teori hukum menurut beliau adalah teori 
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